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MENGEFERTIFKAN RONTROL HURUM ATAS

RERUASAAN

MoRMahfiidMp.

Idealnya, hukum dan kekuasaan paling tidaksaling mendukung, dalam art! bahwa

hukum hams ditegakkan dengan kekuasaan agardaya paksanya_bisa efaktif, dan

sebaliknya, kekuasaan hams dijalankan dl atas prinsip-prinsip hukum agar tidak

sewenang-wenang. Tetapiyang ideal itukerapkali tidakrealistik sehingga amat sering

terlihat bahwa kekuasaan menjadi supreme diatashukum. Moch. Mahfud. Mb.,
menawarkan pemikiran bam untuk menjadikan idealita itu menjadi realita.

PENDAHULUAN
Judul di atas telah menginformasikan

secara jelas bahwa artikel ini bermaksud
melakukan studi kritis tentang hubungan
antara hukum dan kekuasaan dengan
tendensi mengarahkan pada upaya
penegakan supremasi hukum sehingga
hukum harus dipandang sebagai alat
kontrol bag! kekuasaan. Seperti diketahui
bahwa hubungandiatara keduahya dapiat
terjadi bahwa yang satu determinan atas
yang lain, tergantung pada plhak mana
subslstem politik memberikan dukungan;
tetapi sebagai penganut konsep neigara
hukum yang diinginkan di Indonesia
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adalah determinannya hukum atas
kekuasaan. Jika hukum determinan atas
kekuasaan maka hukum itu dapat
mengefektifkan dirinya sebagai alat
kontrol bagi kekuasaan agar tidak menjadi
dzalim dan korup. Bagi parg pecinta
^rinsip negara hukum, efektifitas fungsi
hukurn se;bagar alat kontrol bagi
kekuasaaV) memang menjadi kepedulian
^ang mendalam; lebih-lebih jika diingat
bahwa lahimya Orde Baru pada 30 tahun
yang lalu memang dimaksudkan, antara
lain, untuk merhbalik dari situaisi dari
hukum yang ada di bawah kekuasaan
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menjadi hukum yang mengendallkan
kekuasaan.

HUKUM DAN KEKUASAAN ANTARA DAS
SOlUN^m DASSUN

Sebenarnya pandangan tentang
hubungan antara hukum dan kekuasaan
itu tidaklah tunggal. Antara kaum idea|is
yang berorientasi pada das sollen dan
keum empiris yang lebih melihat hukum
sebagai das sein memberikan
pandangan yang berbeda. Namun
pengamat kedua pandangan itii sama-
sama sependapat bahwa seharusnya
hukum itu supreme atas kekuasaan.
Ketika melihat teori yang ditawarkan
oleh Rescue Pound bahwa "law as tool
of social engineering" maka akan
terlihat bahwa hukum harus mem-
pengaruhi kehidupan masyarakat
termasuk subsistem politiknya. Tetapi
manakala mengacu pada Von Savlgny
yang mengatakan bahwa "hukum
berubah jika masyarakatnya berubah"
ma|<a meskipun itu dimaksudkan agar
hukum mampu mengikuti per-
kembangan dan memenuhi tuntutan
masyarakat sebenarnya implisit di
dalamnya bahwa hukum itu dipengiaruhi
oleh kekuatan-kekuatan di luarnya
termasuk oleh subsistem politiknya.
Kenyataan-kenyataan di lapangan
secara empirik menunjukkan juga
betapa hukum seringkali tidak memiliki
otonomi yang kuat karena energinya
lebih lemah dari energi subsistem politik
sehingga yang dapat dilihat bukan saja
materi hukum itu yang sarat dengan
cermin konfigurasi kekuasaan me-
lainkan juga penegakannya kerap kaii
diintervensl oleh kekuasaan sehingga
hukum sebagai penunjuk atau rel
menjadi terabaikan. Dari kenyataan
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empirik yang seperti Itulah kemudian
muncul teori tentang "hukum sebagai
produk politik".

Dari tolak tarik tersebut maka bagi or-
ang yang melakukan telaah tentang
hukum akan menemukan minima] dua
model bingkai rfiengenai hubungan antara
hukum dan kekuasaan, yaitu : pertama,
hukum mehentukan dan mempengaruhi
kekuasaan (politik) yang menyertai
wawasan negara hukum yang das sollen;
kedua, hukum dipengaruhi, ditentukan,
bahkan diintervensi oleh politik seperti
yang sfering terlihat di dalam kenyataan
empirik yang das sein. Tak perlu
dipertentangkan mana yang benar
diantara kedua bingkai itu sebab yang
namanya teori itu biasanya hanya
memotret apa yang ada dan terjadi secara
kontinyu, sehingga kebenarannya menjadi
benar menurut bingkai dan asumsi yang
dipergunakan oleh sang analis, tinggal
bingkai mana yang akan dipergunakan.
itulah sebabnya kita sering mendengar,
bahwa teori itu lahir sebagai abstraksi dari
apa yang sebenarnya empirik.

Idealnya memang hukum dan
kekuasaan, paling tidak, saiing
mendukung daiam arti hukum harus
ditegakkan dengan kekuasaan agardaya
paksanya bisa efektif, sebaiiknya
kekuasaan harus dijalankan diatas
prinsip-prinsip hukum agar tidak
sewenang-wenang. Dalam konteks inilah
kita bisa memahami pernyataan bahwa
"hukumtanpa kekuasaan adalah angan-
angan, kekuasaan tanpa hukum adalah
kelaiiman": Tetapi apa yang ideal Itu
kerapkali tidak realistik sehingga
kerapkali pula terlihat bahwa kekuasaan,.
nienjadi supreme atas hukum. Apeldoorn
niencatat bahwa, paling tidak, adaempat
pengikut paham (empirik) bahwa hukum
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itu bahkan identik dengan kekuasaan itu
sendirl. Pertama kaum Sophist (di
Yunani) mengatakah bahwa keadilan itu
tidak lain dari apa yang berfaedah bag!
orang yang leblh kuat; kedua, Lasalle
mengatakan bahwa konstitusi suatu
negara bukanlah UUD yang sebenamya
hanya merupakan secarik kertas
melainkan merupakan hubungan
kekuasaan yang nyata, orang keel! bisa
menjadi bagian dari konstitusi hanya
kekecualian dan dalam keadaan luar
biasa yaitu pada waktu revclusl; ketiga,
Gumplowics mengatakan bahwa hukum
itu berdasarpenaklukan yang lemah pleh
yang kuat, la merupakan susunan definisi
yang dibentuk pihak yang kuat untuk
mempertahankan kekuasaannya;
keempat, (bahkan) sebagian dari
pengikut allran positivisms berpendapat
bahwa kepatuhan kepada hukum tidak
lain dari tunduknya orang yang lebih
lemah pada kehendak yang lebih kuat
sehingga hukum itu merupakan hak or
ang yang terkuat. Apeldoorn sendirl
mencatatkan sikap dan pandangannya
tentang hukum dan kekuasaan Itu
sebagai berikut;

Pertama, hukum sebagai bagian dari
kekuasaan berkaitan dengan kekuasaan
batin (juga dengan kekuasaan fisik) tetapl
kekuasaan yang diperlukan untuk
menegakkan hukum haruslah selalu
berada dibelakang hukum sehingga
kekuasaan material itu tak bisa dilihat

sebagai hal yang hakikiapalagi essensial.
Kedua, anasiresehslal hukurnadalah

kekuasaan susila sehingga j.lka ada
peraturan-peraturan yang dibuat dengan
ancaman dan kekuasaan maka peraturan
itu bukanlah hukum, melainkan
meremehkan hukum.
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Ketiga, hukum sebagai kekuasaan
bermaksud menghlndarl paksaan
kekuatan material sehingga kekerasan
atau paksaan itumerupakan sesuatu yang
bertentangan dengan hukum dan
karenanya kekerasaan Itu harus
ditundukkan pada hukum.

Pandangan-pandangan dl atas
menunjukkan bahwa jawaban atas
pertanyaan tentang hubungan antara
hukum dan kekuasaan bisa beragam,
tergantung bingkal teoritis apa yang kita
pakai dalam mellhat hubungan antara
keduanya. Pengutaraan pandangan-
pandangan tersebut daiam makalah Inl
sekallgus dapat dijadikan dasar pijak
dalam melihat hukurn dan kekuasaan di
Indonesiaterutama dalam Orde Baruyang
sudah berusia 30 tahun.

ORDE BARUDAN PRINSIP SUPREMASI
HUKUM YANG nRGANJAL

Semangat yang melatarbelakangi
lahirnya Orde Baru pada tahun 1966,
antara lain, adalah menegakkan prinsip
negara hukum. Orde Lama yang
merupakan sistem polltik sebelumnya
teiah memben pelajaran bahwa manakala
kekuasaan dlletakkan di atas hukum maka
masalah ketidakadllan mengedepan yang
pada gilirannya menlmbulkan chaos
karena.stabilitas yang tampak hanyalah
berslfatartifisial. P.uncak krisis politik dari
era Orde Lama adalah, timbulnya G 30 S/
PKl. Ketika kemudian Supersemar
memberi jalan bagi tampilnya Orde Baru
maka semangat yang muncul adalah
bagalmana menegakkan kehidupan yang
konstitusional sesuai dengan Pancasila
dan UUD 1945. Masalah penegakkah
hukum dan demokrasi menjadi isu politik
yang hangat. Para pendukung Orde Baru
menggariskan komitmen untuk
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menegakkan pemerintahan yang tunduk
pada konstitusi dan hukum, tidak seperti
yang terjadi pada era Orde Lama dimana
hukum menjadi pencerminan' dari
pengesahan atas kehendak penguasa.
Pada masa Orde Lima beberapa
ketentuan konstitusi dilanggar karena
ketika ketentuan tersebut dijalankan
seperti apa adahya kerapkall tidak
bersesuaian dengan keinginan penguasa.
Tercatat misalnya peristiwa Pembubaran
DPR, peletakkan Ketua MA sebagai
pembantu Presldin, pembuatan produk
hukum (setlngkat UU)yang tidak meminta
persetujuan DPR lebih dulu sehlngga
bermunculan apa yang disebut Penpres
yang kerapkall pula disusul dengan
berbagal Perpres. Kontrol hukum atas
pemerintah yang otoritarian itu tidak-dapat
berjalan efektif, sehlngga (seperti kata
Alisyahbana) Bung Karno yang berdiri dl
atas konsepsi derriokrasi terplmpin dihilai
telah bertindak seperti Raja-raja dl negara
Absolut yang kata-katanya harus selalu
dianggap benar.

Akumulasi dari sistem diktatorial dan

lemahnya kontrol hukum atas kekuasaan
itulah yang menyebabkan negara ini
terjerumus dalam krisis ekonomi dan
politikyang berpuncak pada G 30 S/PKi.
Itulah sebabnya pada langkah-langkah
awal Orde Baru blueprintyang ditawarkan
dalam memperbaiki bangsa dan negara
adalah membangun kehidupan bemegara
yang berpedoman pada Pancasila dan
UUD 1945 secara mumi dan konsekuen,
inklusif penegakan prinsip supremasi
hukum dan kekuasaan yang demokratls.
Langkah-langkah politik yang sangat
strategis ketika itu segera diambll
sehlngga lahir beberapa produk kebijakan
nasional yang memberikan optimisme
bag! kehidupan hukum dan demokrasi.
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MPRS mengeluarkan Ketetapan No. XX/
MPRS/1966 yang berisi prinsip-prinsip
tentang sumber tertib hukum dan Tata
Urutan Perundang-undangan. Tap ini
berasal dari Memorandum DPRGR yang
sebenamya berisi tiga hal yaitu sumber
tertib hukum, Tata Urutan Perundang-
undangan, dan Skema Susunan
Kekuasaan Negara Republik Indonesia.
Selain itu MPRS mengeluarkan pula
Ketetapan No. XXI/MPRS/1966 yang
memuat prinsip otonotiii daerah yang
seluas-luasnya yang dapat dianggap
sebagai upaya menjamin kehidupan yang
demokratls sebab otonomi daerah

merupakan pilar panting dalam kehidupan
yang demokratls. Demidemokratisasi dan
tegaknya kontrol hukum atas pemegarig
kekuasaan pula yang menyebabkan MPR
membuat beberapa Panitia Ad Hoc yang
dalam hal ini dapat ditemukan adanya
Panitia Ad Hoc tentang Sistem
Pemerintahan Negara dan Panitia Ad Hoc
tentang Judicial Review. Pantia Ad Hoc
tentang Pemerintahan Negara bertugas
mehggarlskan satu sistem pemerintahan
yang demokratls dengan kekuatan pilar-
pilarnya yang selmbang sehlngga
memberi tekanan pada apa yang disebut
checks and balances dengan' sistem
pertanggungjawaban yang yang kuat,
sedangkan Panitia Ad Hoc tentang Judi
cial Review bertugas menggariskan
pedoman tentang prosedur yuridls untuk
membatalkan produk peraturan
perundang-undangan yang dinilai
bertentangan dengan peraturan yang lebih
tinggi. Tampak jeias bahwa semangat
yang muncui 'dan mengantarkan lahimya
Orde Baru adalah semangat untuk
kembati ke kehidupanyang konstituslonal
dengan sistem politikyang demokratls dan
dengan hiikum yang dapat secara efektif
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mengontrpi penggunaan kekuasaan.
Semangat ini pada awal-awal Orde Baru
teiah mampu melahirkan langgam sistem
politik yang demokratis dan langkah-
langkah awal untuk ^embangun
supremasi hukum. \y

Namun beriringan dengan itu upaya
mencari solusi atas perspalan yang
dihadapi bangsa Indonesia dilakukan pula
oleh ABRI yang berintikan Angkatan Darat
melalul kajlan-kajlan intensif. Ketika semi
nar Angkatan Oarat II pada tahun 1966 di
Bandung menggelindjngkan keputusan
dan rekomendasi tentang pembangunan
ekonomi maka harapan akan kehidupan
politik.yang demokratis mulai mendapat
persoaian. Ketika Itu seminar tersebut
menghasilkan keputusan bahwa untuk
mengatasi persoaian bangsa yang harus
dliakukan oieh pemerintah adaiah
meiakukan pembangunan ekonomi,
apapun biayanya; dan membangun
stabiiitas nasional untuk mengamankan
pembangunan ekonomi (untuk mengatasi
krisis ekonomi yang ketika itu sedang

Iparah) harus diutamakan mesklpun
demokrasi harus dikorbankan dulu,
sehingga ada Istllah "demokrasi besok"
atau "demokrasi ditunda" sampal ekonomi
menjadi balk dan stabil. Mengapa
pengutamaan ekonomi disertai ke-
mungklnan pengorbanan demokrasi?
Jawabannya sederhana : untuk mem
bangun ekonomi Itu kehidupan politik
harus stabil dan untuk membangun
stabiiitas itu harus dliakukan integrasi
nasional yang dllkat oleh suatu sistem
kekuasaan negara yang kuat. Kehidupan
yang terialu demokratis dipandang
mengandung potensi besar bag!
muncuinya Interupsl-interupsi yang
mengganggu jaiannya pemerlntahan dan
pembangunan, sehingga demokrasi.itu
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periu dlkendalikari dulu dengan
mengutamakan Integrasi (persatuan dan
kesatuan). Apa yang ditulls oleh Geertz
t'entang sentimen primordial dalam
Integrasi bangsa mungkin dapat
memperjelas Ini. Menurut Geertz
sebenarnya pemerintah dl negara-negara
baru dihadapkan pada dllema antara
intregrasi dan demokrasi yang suHt
dipertemukan atau dloperasjonalkan
bersama. Integrasi Itu diperiukan agar
negara dapat eksis secara utuh dengsjn
bangsa yang bersatu kokoh; tetapi
demokrasi diperiukan sebagal prinstp
kehidupan bersama yang dianggap paling
balk. Persoaiannya antara integrasi dan
demokrasi Itu cenderung harus diplllh
salah satu. Jika Integrasi yang diplllh maka
demokrasi periu ditekan karena Integrasi
Itu menghendaki penyatuan sedangkan
demokrasi itu membuka peluang bagi
muncuinya asplrasi berdasar ikatan prh
mordlal yang saiing bertentangan
sekaiipun; sebaiiknya jika demokrasi yang
akan diutamakan maka perhatian pada
Integrasi bangsa periu dikurangi karena
Integrasi Itu menuntut tamplinya negara
kuat untuk mengawainya yang pada
dasamya tidak sesuai dengan mekanisme
kehidupan politik yang demokratis.

DIsadarl atau tIdak tampaknya
pemerintah Indonesia pasca Seminar
Angkatan Darat ji masuk dalam kerangka
pemlklran seperti dl atas yaknl pemlkiran
bahwa antara demokrasi dan integrasi suiit
dllmplementasikan secara bersama. Oieh
sebab itu ketika integrasi nasional
dijadlkan korhltmen untuk dibangun
sebagai prasyarat stabiiitas (yang inipun
dianggap sebagal prasyarat pemba
ngunan ekonomi) maka demokrasi periu
dikurangi. Demikianlah maka pemerintah
mulai membangun format baru politik
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yang memungkinkan tampilnya negara
yang kuat yang mampu mengatasi atau
mengendalikah berbagai keiompok di
dalam masyarakat. Negara kuat yang
demikian diharapkan mampu meredam
konflik antar keiompok yang sallhg
bersaingan yang biasanya menjadi bagian
penting dalam sistem demokrasl. Negara
kemudlah melakukan kooptasi terhadap
berbagai kekuatan melalul jaringan
kooparatis dan melakukan tindakan
represif atas setlap gerakan yang
dislntegratif. Format politik baru itu
memperoleh jegalitasnya ketika pada
tahun 1969 lahir dua UU bidang politik
yaitu UU No. 15 Tahun 1969 tentang
Pemilu dan UU No. 16 tentang Susduk
MPR/PPR/DPRD. Kedua UU tersebut
memberi jamlnan bagi kuatnya pengaruh
pemerlntah di dalam DPR maupun MPR
karena adanya sistem pengangkatan
dalam keanggotaan lembaga perwakilan/
permusyawaratan rakyat. Gagasan
demokrasl dan hukum yang gencar
berkembang pada awal Orde Baru mulal
memudar bersamaan dengan format
politikbaru itu! Hasil kerja Panitia Ad Hoc
tentang Sistem Pemerintahan dan Panitia
Ad Hoc tentang Judicial Review di MPR
ditoiak oleh pemerlntah, gagasan otonomi
daerah yang seluas-luasnya (yang
membuka peluang iuas daiam pelak-
sanaan demokrasl di daerah) segera
direvisi dan digantidengan otonominyata
dan bertanggung jawab dimana cam-
purtangan pemerlntah Pusat atas
keputusan-keputusan Daerah menjadi
sangat dlmungkinkan. tampiinya negara
kuat menjadi sangat kentara setelah
Pemiiu 1971 yang ternyata mehg-
absahkan dominasi pemerlntah di DPR/
MPR melaiui tanga'nrtangannya dari
anggota-anggota yang diahgkat maupun
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yang terpillhmelalul Golkar. Sejak usalnya
Pemilu 1971 lahggam sistem politikdi In
donesia bergeser menjadi otorltarian,
kekuatan kontrol dari luar terhadap
pemerlntah menjadi iemah. Produk-
produk hukum yang menyangkut
gezagzverhouding ataU hukum publik
menjadi konservatlf. Bahkan upaya
penegakan dan kepastian hukum juga
menjadi Iemah sehlngga orang dapat
menghubungkan fenomena kini dengan
apa yang pernah dikatakan oleh kaum
sophist diYunani (kuno) keadilan tidak lain
dari pada apa yang berguna bagi yang
berkuasa. Adakalanya pengusutan kasus
hukum tidak dilakukan karena sifat
kolegaiai dan konstituen pemerlntah,
seperti yang dikemukakan Amien Rais
ketika menanggapl kasus bocornya
laporan irjenbang tentang dugaan
penyalahgunaan keuangan di Departemen
Perhubungan. Ketidakpastlan hukum
muncul karena sifat kolegaiai telah
mehyebabkan tidak diusutnya suatu kasus
karena menyangkut pejabat tetap'i kasus
lain yang esenslnya sama dibawa ke
pengadilan. Keadaan yang demikian ini
disebabkan oleh suatu sistem politik yang
tidak demokratis dan terlalu kuatnya
pemerintah sehingga kontrol hukum atas
pemerlntah menjadlkurang efektif. Kontrol
hiikum atas produk regaling (peraturan
perundang-undangan) dari pemerlntah
juga sangat Iemah sebab lembaga judi
cial review hanya ada di atas kertas yang
tak dapat dloperasionalkan secara normal.

Mungkin perlu juga dikemukakan
disini bahwa Sarbini Sumawlnata dan
Sayidiman Suryohadiprojo yang
temasuk arsitek Orde Baru juga
rnengemukakan persoalan ini.
Sayidiman (melalul kolomnya di majalah
Gatra tanggai 16 mafet 1996)
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mengatakan bahwa kehidupan
masyarakat Indonesia masih'jauh darl
kondisi dimana hukum berkuasa sebab
terlalu banyak kejadlan yang me-
nunjukkan bahwa yang kuatlah yang
berkuasa, sementara hukum sering
dlgiinakan untuk menjamin plhak yang
kuat. Dikatakan juga bahwa aparatur
hukum dapat diperalat oleh kekuatan
birokrasi, uang, maupun fislk.
Sedangkan Sarbini Sumawinata (yang
pernah menjadi Staf Ahli bidang Politik
Preslden di awal Orde Baru) melalul
majalah Forum No. 25/1996 mengatakan
bahwa kehidupan politik dl Indonesia
sekarang ini tidak demokratis, sania
dengan masa Orde Lama. Saya mem
ber! catatan atas pernyataan ini bahwa
tampilnya pemerintahan non demokratis
era kini berbeda dengan yang terjadi di
era Orde Lama. Pada jaman Bung Karho
pemerintahan yang tidak demokratis
dilakukan meialui pelanggaran-
pelanggaran atas DUD 1945, sedangkan
pada era Pak Hartd pemerintahan
otorltarian dibentuk meialui prosedur
konstitusiona! dengan, misalnya, dibuat
UU yang digarap bersama DPR yang
secara "formal" sah, jadi meialui
rekayasa formal dalam pembuatan
peraturan.

MELAKUKAN UNGKAH-UNGKAH
STRATEGIS

Kalau sebuah kesimpulan perlu
diberikan maka dapat dikatakan bahwa
pada saat ini Indonesia berada pada
situasi dimana kontrol hukum atas
kekuasaan tidak berjalan efektif karena
sistem politik yang tidak demokratis.
Bahwa tidak kuatnya kontrol hukum itu
bersamaan atau disebabkan oleh sistem

politik yang tidak demokratis dapatlah
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dipahami dengan mudah sebabnya antara
hukum dan demokrasi ibarat dua sisi dari
sekeping uang logam yahg jika
demokrasi tidak dapat hjdup maka
hukum sulit memainkan fiingsi
kontrolnya atas kekuasaan.

Oleh sebab itujika ditanyakan tentang
bagaimaha terapi yang dapat dilakukan
untuk mengefektifkan kontrol hukum atas
kekuasaan maka jawabnya cukup klasik
(tap! aktual) yaitu demokratisasi.

a. Upoyo mengulMih fonnot politikdgor
lebih demokratis
Upayademokratisasi dalam kehidupan

pplltik ini tidaklah mudah, sebab ia
menyangkut upaya perubahan struktur
atau perimbangan kekuatan politik agar
pemerintah tidak terlalu dominan. Di
daiam logika politik biasanya pihak yang
sedang berkuasa tidak begitu saja reia
mengurangi kekuasannya. Golkar yang
memegang kekuasaan bersama ABRI
dengan jumlahsuara yang Jauh lebihbesar
dari pada kekuatan politik lain tentu tidak
akan mudah diajak bersetuju melakukan
perubahan atas format politik yang akan
menyebabkan kurangnya kekuasaan yang
dimiiikinya. Dan sikap konservatif seperti
itu dapat dipahami dalam dunia politik.
Dahrehdof misalnya, dengan merangkum
teoribeberapa soslolog, mencatat adariya
cirl-ciri kelompok pemegang kekuasaan
dominan sebagai berikut:

1. Jumlahnya selalu lebih kecil daripada
. kelompok yang dikuasai.

2. Memiiiki kelebihan sumbeixlaya untuk
tetap memelihara dominasinya berupa
kekuatan, keunggulan, dan naiuri untuk
menggabungkan serta merighirnpun or-
angterdekat.
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3. Dalam berkompetisi selalu terorganisir
secara lebih baik.

4. Terdiri orang-orang yang memegang
posisi dominan di bidang politik.

5. Selalu berupaya memonopoll dan
mewariskan kekuasaan politik kepada
konstltuennya sendlri.

6. Perubahan komposisi kelas penguasa
berpengaruh dan dipengaruhi oleh
perubahan sosial.

Dengan mellhat ciri kelima (penguasa
selalu Ingin memonopoll dan mewariskan
kekuasaan kepada kolompoknya sendlri)
maka upaya demokratisasi atas struktur
politik yang timpang memang tidaklah
mudah. Kehldupan politik dl indpnesla ini
jika dilihat daii sudut Itu memang sudah
terjebak pada format dimana perubahan
sulit dilakukan meialui pertarungan
aspirasl secara terbuka di lembaga
permusyawaratan/perwakilan misalnya,
karena distribusi kekuatan terlalu tidak

seimbang. Betapapun baiknya gagasan
darl bawah (tentang demokratisasi
misainya) akan kandas jika Golkar dan
ABRI yang memegang kekuasaan
dominan tidak menyetujiii; dan ketldak
setujuan Itu misalnya terjadi manakala
gagasan perubahan itu akan menye-
babkan berkurangnya kekuasaan atau
merosotnya posisi dominan. RUU inlslatif
tentang Perubahan UU Pemilu yang
belakangan Ini sedang hangat dl dalam
perpolitlkan nasional dapat dipakai
sebagal contoh. Nasibnya sebenarnya
telah bisa ditebak dari awal, sehingga la
hanya berarti manuver politik untuk
rhenyongsong Pemiluyang dilakukanoleh
PPP (yang juga dimanfaatkan oleh PDi).

Oleh karena itu upaya perubahan
stuktur politik sangat tergantung pada
kesediaan pihak yang paling banyak
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menguasai sumberdaya politik. Untuk In
donesia penguasa sumber daya politik
terbesar adalah preslden. Balk menurut
konstltusi maupun berdasar real politik
Preslden Soeharto merupakan pemegang
kekuasaan terbesar karena ; Pertama,
Preslden adalah separuh dari lembaga
leglslatif, sehingga kekuatan politik
seorang Preslden adalah sama dengan
kekuatan politik seluruh anggota OPR.
Kedua, Preslden Soeharto adalah Ketua
Dewan Pembina Golkar yang merupakan
fraksi terbesar balk di MPR dan DPR

maupun di DPRD. Di dalam struktur
organlsasi Golkar Dewan Pembina
mempunyai kedudukan • sangat
mehentukan sehingga apapun yang
datang dari Dewan Pembina akan dengan
mudah dicerna dan dijadlkan kebljakan
Golkar. Ketlga, Preslden adalah Pangllma
TertlnggiABRI yang juga merupakan saiah
satu kekuatan politik dominan di Indone
sia. Keempat, Preslden menguasai
anggaran negara. ' -

Dengan penguasaan yang begitu besar
atas sumberdaya politik dan keuangan
maka sebenarnya upaya perubahan
kehldupan politik akan sangat dipengaruhi
oleh sikap Preslden karena Preslden iah
yang menguasai hampir seluruh spektrum
politik. Itulah sebabnya kunci keputusan
akhir tentang politiknasional tidak terletak
di tangan MPR/DPR tetapi secara rill
terletak dl tangan Preslden, meskipun
yang tampak secara formal kadangkala
mpmang ditetapkan oleh MPR maupun
DPR. Dalam hal ini ilmuwan politik sering
menyebut MPR atau DPR sebagal "rub
ber stamp" yang hanya membuat
justlfikasi atas kelnginan-kelnglnan politik
Preslden. Oleh sebab itu adalah reallstis

jika banyak kekuatan politik (yang bukan
organisasi politik) berusaha menyalurkan
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aspirasi politiknya melalui lobi-Iobi dengan
Presiden dan tidak melalui organisasl
polltik atau aparatur demokrasi yang ada
di luar Presiden, sebab cara yang
demikian akan jauh lebih efektif. Daiam
konteks upaya perubahan polltik maka
yang diperlukan adaiah meyakinkan
Presiden tentang perlunya perubahan itu.

b. Menguothon masyarakat sipH
Penyaiuran aspirasipolltik melalui lobi-

iobi karena ketergantungannya pada
kekuatan Presidensi tentulah bukan cara
kehldupan polltik yang sehat, tetapi ituiah
yang realistik. Oleh sebab itu disamping
ada upaya-upaya meyakinkan Presiden
tentang perlunya perubahan format polltik
dan tentang tidak bahayanya perubahan
pdlitik bagi integrasi bangsa dan
kelancaran pembangunan perlu juga
dilakukan penggalangan kekuatan
masyarakatslplj atau masyarakatmadani.

Pembentukan masyarakat sipil yang
kuat rtieiaiui aliansl.besar dari berbagal
kekuatan LSM tentu akan mempercepat
tumbuhnya kekuatan demokrasi darl
kalangan masyarakat sendiri.
Bagaimanapun hal Ini diperlukan untuk
memperbesar kekuatan arusbawah yang
dapat mendorong ke arah situasl yang
lebih baik yaltu demokratisasi.-

c. Melembagakon iudicial review
Menglngat sering munculnya produk

regeling (peraturan) yang kadangkala
dirasakan tidakproporsional, tidaksesual
dengan peraturan yang lebih tinggi dan
lebih merupakan pencermlnan keinginan
polltik pemegang kekuasaan maka upaya
pelembagaan judicial review (hak menguji
secara material secara kuat perlu
dilakukan. Dengan judicial review maka
semua peraturan perundang-undangan
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yang dibuat oleh pemerlntah dapat diuji
oleh MA untuk terus diberiakukan atau
tidak. Dengan judicial review makakontrol
hukum atas tindakan pemerintah dalam
membuat peraturan perundang-undangan
dapat dilakukan. Pada saatini sebenamya
teijadl kekosongan hukum di bidang ju
dicial review: padahal banyak sekali
peraturan perundang-undangan yang
sering dipersoalkan karena isinya
dianggap bertentangan secara hierarklal
dengan peraturan perundangan lain yang
ieblh tinggi. Mernang secara formal
ketentuanjudicial review dimuatdi dalam
beberapa peraturan perundang-undangan
seperti di dalam Tap MPR No. 111/1978;
UU No 14Tahun 1970, UU No. 14Tahun
1985 dan Iain-Iain, Tetapi ketentuan-
ketentuan tersebut memuat kekacuan
teoritis sehingga takbisadioperasionalkan
baik menyangkut, ketentuan prosedural
(acaranya) maupiin subyek hukum yang
dapat mengajukan gugatan. Ketika pada
tahun 1993 MA mengeiuarkan. PERMA
No. 1 tahun 1993 banyak sambutan
hangat diberikan karena MA telah
mencairkan jaiur prosedural yang selama
ini beku dengan membuka kemungkinan
minta judicial review meialui permohonan
ataumelalui gugatan. Tetapi jika dicermati
dan dipelajari lebih dalam sebenarnya
PERMA tersebut tetap memuat
kekacauan teoritis dan tidak dapat
dioperasionalkan. Sebab meskipun
persoalan prosedural telah diselesaikan
tetapi persoalan subyek pemohon/
peiiggugatnya tidakdiselesaikan. PERMA
tersebut memungkinkan subyek'pemohon/
penggugatberasal dariwarganegara atau
badan hukum privat, padahal yang digugat
adaiah produk peraturan yang berlaku bagi
pupli'k. Secara teoritis sebenarnya pihak
swasta atau su'atu badan hukum privat
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tidak dapat melakukan gugatan judicial
review atas produk peraturan yang berlaku
umurh sebab bisa jadi ada badaii hukum
privat lain yang tidak setuju peraturan itu
dimlntakan judicial review. Oleh sebab itu
peminta judicial review haruslah pihak
yang merniliki iegalitas untuk mewakili
publikdan karenanya harus badan hukum
pubiik. Perorangan atau badan hukum
privat, .sesuai dengan UU No. 5 Jahun
1986, lebih tepat melakukan gugatan atas
produk beschikking (keputusan kongkret
yang menyangkut subyek perorangan atau
badan hukum privat) meialui Peradllan
Tata Usaiha Negara. Dengan adanya
kekacauan teoritis dalam ketentuan-

ketentuan mengenai judicial review di
dalam berbagai peraturan perundang-
undangan maka sebenarnya judicial re
view tidak dapat dipergunakan karena
belum menjadi bagian dari hukum di In
donesia. Dan karenanya dapat dikatakan
bahwa Indonesia mengalami kekosongan
hukum dalam bidang judicial review ini
padahai lembaga inisangat penting dalam
rangka kontrol hukum atas penggunaan
kekuasaan dalam pembuatan peraturan
perundang-undangan.

KESIMPULAN
Efektifitas kontrol hukum terhadap

kekuasaan akan sangat dipengaruhi oleh
tingkat demokrasi dalam kehidupan politik.
Kontrol hukum akan efektif manakala

kehidupan politik demokratis. Di dalam
sistem politik otonter dimana suberdaya
politik terbesar ada'di tahgan pemerintah
maka kontrol hukiim atas kekuasaan tidak
akan efektif. Demokrasi dan hukum tak.
dapat diplsahkan.

Orde Baru lahir membawa semangat
untuk mehegakkan pnnsip negara hukum
dengan tekad melaksanakan kehidupan
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konstitusional berdasar Pancasiia dan
UUD 1945 secara mumi dan konsekwen.
Tetapi semangat awai itu terganjai oleh
pilihan politik untuk membangun dulu
ekonomi yang ambruk yang harus
didukung oleh prasyaratnya yaitu stabilitas
dan integrasi. Upaya membangun
integrasi telah mengantarkan pada
pembentukan format politik baru yang
tidak demokratis dan mengalokasikan
sumberdaya politik yang sangat besar di
tangan pemerintah. Terlalu dominannya
pemerintah^ temyata telah menyebabkan
lemahnya kontrol hukum atas kekuasaan
sehingga penegakkan hukum tidak
berjalan dengan baik dan karenanya pula
kepastian hukum menjadi lemah.

Sebagian iangkah strategis yang perlu
diambil untuk mengatasi masalah
lemahnya kontrol hukum atas kekuasaan
adalah:

Pertama, demokratisasi ;dalam
kehidupan politik karena kontrol hukum
atas kekuasaan hanya bisa efektif di
dalam sistem politik yang demokratis.
Upaya demokratisasi berdasarkan
kenyataan politik yang ada saat ini akan
sangat dipengaruhi oleh kemauan dan
keyakinan politik Presiden.

Kedua, penguatan mansyarakat sipil
agar dorongan aspirasi dari bawah
merniliki kekuatan yang memadai.

ketiga, perombakan total terhadap
ketentuan mengenai judicial review karena
ketentuan-ketentuan tentang judicial re
view yang ada sekarang ini tidak dapat
digunakan sehingga (sebenarnya) kita
berada dailam kekosongan hukum di
bidang ini; padahai judicial review ini
sangat penting artinya sebagai alat kontrol
atas penggunaan kekuasaan oleh
pemerintah daiarh membuat peraturan
perundang-undangan (regelings).
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